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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam pengelolaan aset public di
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda Banten telah menunjukkan
komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik. Hal ini
tercermin dari ketersediaan informasi publik yang mudah diakses, laporan pertanggungjawaban yang
detail, serta adanya program khusus yang fokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas
pengelolaan aset publik. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem informasi,
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pengawasan pengelolaan aset publik.

Kata kunci: Pengelolaan Aset Publik, Transparansi, Akuntabilitas

Abstract

This study aims to analyze government policies in the management of public assets at the Regional
Revenue Agency (Bapenda) of Banten Province. This study uses a qualitative approach with a case
study design. The results of the study show that Bapenda Banten has shown a strong commitment to
transparency and accountability in the management of public assets. This is reflected in the
availability of easily accessible public information, detailed accountability reports, and special
programs that focus on increasing transparency and accountability. However, there are still several
challenges that need to be overcome to improve the quality of public asset management. This research
provides recommendations to strengthen information systems, increase the capacity of human
resources, and increase public participation in the supervision of public asset management.
Keywords: Public Asset Management, Transparency, Accountability

PENDAHULUAN

Dalam tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah memiliki
kewenangan untuk mengelola, mengembangkan sumber daya yang dimiliki dengan
menggunakannya secara baik. Menurut (Dja’wa, 2023) mengungkapkan bahwa pengelolaan
aset daerah merupakan hal yang paling penting untuk menciptakan tata kelola yang baik.
Dalam mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan peraturan — peraturan yang
digunakan sebagai target dalam mengelola aset. Dalam mengelola aset, perlunya sumber daya
yang kompeten, mengkoordinasikan antarbagian dalam pengelolaan aset, serta perlunya

tingkat kesadaran tinggi pegawai terhadap Barang Milik Negara (Harfianah & Faisal, 2023).
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Manajemen aset yang baik diperlukan adanya pemantauan, menghitung dan memahami
kondisi aset. Karena, hal tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk dimanfaatkan
dalam mencapai hasil yang maksimal (Rahmadani et al., 2024). Reformasi di Indonesia
mengakibatkan munculnya demokratis, akuntabilitas dan transparansi pada sektor
pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas memiliki peran penting dalam pengelolaan
sektor publik, yang berkontribusi terhadap terciptanya pemerintahan yang tata kelolanya baik
. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban terhadap tarnsaparansi
dan akuntabilitas sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014
tentang pemerintah daerah (Rusrina, 2021) .

Dalam memaksimalkan asas transparansi, kepala daerah wajib untuk memberikan informasi
substansi anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada masyarakat. Hal ini ditunjukkan
pada Peraturan menteri dalam negeri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri
No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Nurrizkiana et al., 2017)
Transparansi memiliki pertanggungjawaban yang berfokus pada keterbukaan informasi yang
relevan berkaitan dengan keuangan. Masyarakat dapat menilai mengenai Kinerja pemerintah,
jika hal tersebut diimplementasikan dengan transparansi yang baik (Adyaksana & Alqurani,
2020).

Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas berfokus terhadap tanggung jawab lembaga
pemerintah untuk menjelaskan, memberikan justifikasi atas tindakan, kebijakan, serta
penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat, lembaga pengawas dan pemangku
kepentingan lainnya (Rosidah et al., 2023).

Dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan, maka transparansi dan akuntabilitas adalah
suatu prinsip yang memiliki keterbukaan. Sehingga, untuk memungkinkan masyarakat
mendapatkan informasi terkait pengelolaan pada keuangan daerah serta suatu bentuk dari
tanggung jawab atas sumber daya yang dimiliki (Sari et al., 2020).

Berdasarkan informasi dari situs internet, KPK mengagendakan pertemuan pemerintah
kabupaten/kota dalam rangka memaksimalkan potensi PAD mereka. Tetapi dalam pertemuan
itu, terdapat beberapa perwakilan dari berbagai daerah mengeluh terkait dengan Dana Bagi
Hasil (DBH) yang dikelola oleh DISPENDA Banten. Keluhan tersebut, karena dalam
beberapa kurun waktu akhir akhir ini provinsi mengirimkan dana bagi hasil dengan melalui
rekening tanpa tahu beberapa rincian mengenai jumlah data pengguna listrik. Maka dengan
ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah dalam pengelolaan

aset publik di Bapenda Provinsi Banten.
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Beberapa konsep dan teori dasar terkait penelitian ini, diantaranya: Pengelolaan Aset Publik
(Public Asset Management). Menurut (Lismaini Agustin, 2022) pengelolaan berasal dari kata
manajemen secara etimologi, yang berarti melaksanakan, mengelola, mengatur. Menurut
(Kinanti Putri Bestari, 2022)Terdapat berbagai jenis mengenai pengelolaan aset, seperti:
tanah, gedung, bangunan, kendaraan, pemodalan jangka panjang dan lainnya. Transparansi
(Transparency), Menurut (Yunnita, Christina Garung, 2020) mengemukakan bahwa
transparansi memiliki kebebasan bagi setiap oarang atau individu, untuk mendapatkan
informasi dalam  pemerintahan mengenai kebijakan dan proses perencanaan, proses
pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai.

Menurut (Hizkia Kasenda, Sarah Sambiran, 2021) Transparansi memiliki arti yang sangat
jelas, nyata dan memiliki sifat terbuka. Transparansi juga memiliki arti kejelasan mengenai
keterbukaan informasi. Informatif, keterbukaan dan informasi yang lengkap merupakan
bagian dari beberapa karakteristik transparansi (Dedy Afrianto, Sunardi, 2024). Menurut
(Nur Azizah, Sahlan Hasbi, 2021) menyebutkan transparansi merupakan kontrol pada
keterbukaan bagi suatu kelembagaan maupun suatu perusahaan dengan pihak-pihak internal
maupun eksternal.

Menurut (Fierda Shafratunnisa,2015) pada penelitiannya mengungkapkan terdapat beberapa
indikator transparansi, yaitu: Terdapat keterlibatan masyarakat dalam musyawarah, Terdapat
perencanaan dan pelaksanaan yang memiliki akses dalam informasi dan keterbukaan yang
jelas, Terdapat pertanggungjawaban yang memiliki akses terhadap informasi dan keterbukaan
yang jelas.

Akuntabilitas (Accountability), Akutabilitas yaitu suatu bentuk tanggung jawab atas
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaannya dalam kebijakan yang mempercayakan entitas
untuk memperoleh target yang sebelumnya telah ditentukan (Khasanah & Marisan, 2022)
Menurut (Dinata et al., 2023) Akuntabilitas merupakan suatu keharusan bagi setiap individu
yang dipercaya untuk mengelola sumber daya dengan memiliki jawaban yang terpaut pada
pertanggungjawabannya.

Menurut (Arini Kurniawati & Dadang Sadeli, 2021) mengungkapkan akuntabilitas yaitu
suatu kewajiban dalam mempertanggungjawabkan terhadap keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaannya terhadap capaian target dan sasaran yang ditentukan. Schedler dan Plano
dalam (Reki, 2023) terdapat lima jenis akuntabilitas: Dana publik yang
dipertanggungjawabkan  oleh  akuntabilitas  fisikal, = Mematuhi  hukum  yang

dipertanggungjawabkan oleh akuntabilitas legal, Menjalankan suatu program yang
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dipertanggungjawabkan oleh akuntabilitas program, Melaksanakan prosedur yang
dipertanggungjawabkan oleh akuntabilitas proses dan Hasil yang dipertanggungjawabkan
oleh akuntabilitas outcome. Menurut (Irfansyah et al., 2023) menyebutkan terdapat beberapa
Indikator akuntabilitas dalam dimensi akuntabilitas publik, yaitu: Akuntabilitas hukum dan

kejujuran, Manajerial dan Program.

METODE

Penelitian ini yaitu melalui penggunaan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus.
Pendekatan kualitatif akan memberikan pemahaman terhadap peneliti secara mendalam
terhadap pengalaman. Lokasi dan subjek penelitian ini dilakukan di Bapenda Provinsi
Banten. Subjek penelitian mencakup pegawai/staff yang terlibat dalam pengelolaan aset, serta
pihak-pihak yang memiliki pemahaman atau pengetahuan terkait pengelolaan aset publik.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melalui wawancara, melakukan
wawancara semi-terstruktur dengan pegawai untuk menggali informasi lebih dalam tentang

proses pengelolaan aset publik.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian ini secara tegas memperlihatkan bahwasannya transparansi merupakan pilar
fundamental dalam pengelolaan keuangan sektor publik di tingkat pemerintah daerah.
Hampir seluruh responden menyatakan persetujuan yang kuat terhadap pentingnya
transparansi ini. Implementasi transparansi di Kantor Bapenda Banten terlihat jelas melalui
ketersediaan informasi publik yang luas dan mudah diakses. Situs web resmi Bapenda,
menjadi portal utama bagi masyarakat untuk memperoleh data-data terkait pengelolaan
keuangan daerah.

Dengan demikian, Bapenda Banten telah berhasil memenuhi salah satu indikator penting
transparansi, yaitu aksesibilitas yang tinggi terhadap dokumen publik. Adanya platform
digital ini memungkinkan masyarakat untuk secara aktif memantau dan mengevaluasi
pengelolaan keuangan publik/daerah.

Pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik juga ditegaskan dalam
hasil penelitian ini. Sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap tingkat
akuntabilitas pemerintah daerah. Hal ini tercermin dalam praktik Kantor Bapenda Banten
yang secara rutin mempublikasikan laporan pertanggungjawaban, seperti Rincian Laporan

Belanja Daerah, di situs web resminya. Selain itu, keberhasilan Kantor Bapenda dalam
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mencapai target pada kualitas kerja dan kegiatan, diantaranya seperti meningkatkan dalam
perencanaan, penganggaran, serta evaluasi terhadap kinerja, menunjukkan komitmen yang
kuat terhadap akuntabilitas.

Adanya program khusus yang berfokus pada peningkatan aksesibilitas, akuntabilitas, dan
transparansi dalam pengelolaan aset pada keuangan sektor publik merupakan bukti nyata dari
upaya berkelanjutan Bapenda untuk menciptakan tata kelola yang optimal.

Pada hasil penelitian ini semakin diperkuat dengan adanya program terkait pelayanan pajak
daerah tahun anggaran 2019 menargetkan dalam pencapaian dan indikator kinerja suatu
program dalam meningkatkan aksesibilitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor public
yang dicadangkan oleh Kantor Bapenda Banten. Program ini secara eksplisit
mengintegrasikan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas ke dalam seluruh aspek pelayanan
pajak daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kantor Bapenda Banten telah berhasil
mengimplementasikan pengelolaan keuangan dalam beberapa prinsip tata Kelola yang baik
pada sektor publik. Komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas tidak hanya
dalam meningkatkan kepercayaan para warga/Masyarakat terhadap pemerintah daerah, akan

tetapi berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan yang telahh diteliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kantor
Bapenda Banten dalam mengimplementasikan transparasi dan akuntabilitas pada pengelolaan
keuangan sektor public telah menunjukkan hasil komitmen yang sangat kuat.

Hal ini terlihat dari ketersediaan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah, laporan
dalam pertanggungjawaban yang mendetail, pencapaian sasaran kinerja yang baik, serta
adanya program khusus yang fokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
Implementasi prinsip ini tidak berlaku hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah daerah, namun berkontribusi pada pencegahan korupsi, peningkatan efisiensi dan
efektivitas pengelolaan keuangan, serta penguatan praktik demokrasi.

Meskipun demikian, upaya untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas harus
tetap menjadi perhatian utama. Terdapat rekomendasi lain yang dapat dilakukan yaitu
penguatan sistem informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan

partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkala. Dengan demikian, Kantor Bapenda Banten
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dapat terus menjadi contoh bagi lembaga pemerintah lainnya dalam menciptakan tata kelola

yang sudah optimal.
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